Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 020 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAJAN RISIKO KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan

penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan
pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi
pada tindak pidana korupsi untuk menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik;

. bahwa dalam rangka strategi mengendalikan

kecurangan melalui pencegahan untuk menghalangi
terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan
penyebab risiko kecurangan salah satu upaya, cara dan
metode mengelola sumber daya organisasi adalah melalui
penilaian risiko kecurangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan tentang Pedoman
Penilaian Risiko Kecurangan,;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801;

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repblik
Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062

Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nomor 62);

10.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083

Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN
RISIKO KECURANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan
kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan
kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang
melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

7. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain
dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi,
dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak
pidana korupsi.

8. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan
dampak potensial jika terjadi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan
pedoman kepada penyelenggara daerah dalam melaksanakan Penilaian
Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah;

a. menetapkan dasar-dasar pemahaman penilaian risiko kecurangan; dan

b. memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan penilaian risiko
kecurangan, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan
keterjadian dan dampak risiko serta respon terhadap risiko.

BAB III
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.



BAB IV
PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Pasal 4

Penilaian risiko kecurangan berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada
Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di BanJarbaru
(EXIgo 7

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 23jun w5
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 020 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Latar Belakang

Risiko kecurangan menjadi salah satu ancaman bagi pencapaian
efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang
telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah dan perekonomian,
diperoleh fakta bahwa penyimpangan tidak terjadi secara tidak disengaja
atau kelalaian, namun terjadi melalui proses yang terencana.

Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi
setelah peristiwa terjadi (ex-post), kurang efektif memberantas praktik
korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih
lama dan proses yang tidak mudah.

Pemerintah Provinsi harus menerapkan prinsip tidak
mentoleransi kecurangan (Zero Tolerance to Fraud). Pengendalian atas risiko
kecurangan pengelolaan keuangan daerah ini didesain dan diselenggarakan
untuk memperkuat, melengkapi dan merupakan bagian dari Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Penilaian Risiko di
Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah ada. Penilaian risiko kecurangan
merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan
mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan
pihak internal ataupun eksternal.

Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan
instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang
rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi
risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana
kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian risiko kecurangan
mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan
pengendalian intern pemerintah.

Pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan
menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan
pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit
guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya
korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk



II.

penilaian risiko kecurangan pada Fraud Control Plan dan menjadi bagian
yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko
Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian
tertentu pada proses pembangunan atau pengelolaan keuangan daerah,
yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring. Pelaksanaan penilaian
risiko kecurangan akan dapat mereduksi risiko kecurangan dalam
pelaksanaan pembangunan di daerah.

Agar penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah
dapat terlaksana pada Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen dan
dukungan nyata dari seluruh Pimpinan Daerah, Unit Organisasi yang terkait
guna memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam Penilaian Risiko
Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengertian Kecurangan

Pengertian kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai
berikut:

1. Commenwealth Fraud Control dalam Nurharyanto, 2013

Kecurangan atau kecurangan secara umum diartikan sebagai perbuatan
yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara
menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar
ketentuan perundangan yang berlaku.

2. The Institute of Internal Auditor ( IIA) (standar 280-04)

Kecurangan adalah suatu perbuatan melawan hukum (tidak sah) yang
dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi, atas dasar
kesengajaan atau niat, dengan tujuan untuk menguntungkan individu
atau organisasi yang melaksanakan dan mengakibatkan kerugian

3. Standar Audit Auditor Intern Pemerintah

Kecurangan adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan,
penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak
tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang
dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti,
atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau
untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Berdasarkan definisi di atas maka secara umum Kkecurangan
mengandung 3 (tiga) unsur penting, yaitu:
1. Perbuatan tidak jujur;
2. Niat atau kesengajaan; dan



3. Keuntungan yang merugikan orang lain.

Menurut Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), secara
skematis menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree.
Occupational fraud tree ini mempunyai tiga cabang utama, yaitu Corruption,
Asset Misappropariation, and Fraudulent Statement. ACFE adalah salah satu
asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan
dan pemberantasan kecurangan. Menurut ACFE ada tiga kategori
kecurangan, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai
kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji
material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor.
Kecurangan ini dapat bersifat finansial yang terdiri atas dua hal yaitu

a. menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya
(Asset/ Revenue Overstatement); dan

b. menyajikan asset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya
(Asset/ Revenue Understatement).

Sedangkan kecurangan non finansial dapat berupa penyampaian laporan
non finansial secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang
sebenarnya dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan
keadaan.

2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’
dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta
pengeluaran- pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).

3. Korupsi (Corruption)

Korupsi terbagi ke dalam benturan kepentingan (conflict of
interest), penyuapan (bribery), pemberian atau hadiah yang merupakan
bentuk terselubung dari penyuapan (illegal gratuity), dan pemerasan
(economic extortion). Fraud jenis ini bersifat simbiosis mutualisme sehingga
seringkali tidak dapat dideteksi karena pihak yang terlibat bekerja sama
menikmati keuntungan.

III. Pengertian Risiko Kecurangan

Pengertian risiko kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah
sebagai berikut:

1. Kerentanan yang dihadapi organisasi dari individu yang memiliki
kemampuan menggabungkan ketiga elemen dari “fraud triangle”;



2. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangandan
konsekwensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi (IIA,
2009);

3. Kerentanan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan potensi
terjadinya kecurangan, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak
diperkirakan, yang apabila terjadi akan menimbulkan dampak negatif
terhadap keuangan, kinerja dan reputasi perusahaan (Nurharyanto,
2013).

Berdasarkan definisi di atas, risiko kecurangan merupakan
kerentanan organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan.
Sehubungan dengan hal tersebut manajemen  perlu  melakukan
manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan
mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya
kecurangan. Risiko kecurangan dapat bersumber dari pihak internal
maupun eksternal organisasi. Risiko kecurangan dari pihak eksternal
biasanya muncul karena adanya kerja sama dengan pihak internal
organisasi untuk berbuat curang.

IV. Faktor Penyebab Terjadinya Kecurangan

Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari
motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi
atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu
lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan
untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan.
Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu
organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya
untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Donald R Cressey
mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan
kecurangan atau yang dikenal dengan Fraud Triangle, digambarkan sebagai
berikut:

1. Motivasi merupakan faktor pendorong yang bisa berupa adanya tekanan
masalah keuangan, kebiasaan buruk seperti perjudian, penggunaan obat-
obatan terlarang. Faktor motivasi dapat juga terjadi karena adanya
tekanan untuk menunjukkan kinerja/hasil yang baik atau hanya berupa
sensasi untuk menghindari target-target tertentu.

2. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku
atas kecurangan yang dilakukan. Misalnya adanya pemikiran pelaku
bahwa perbuatan curang karena membutuhkan biaya, sedangkan
penghasilan yang diperoleh dari perusahaan rendah. Pengambilan uang
hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan.



3. Peluang timbul ketika terjadi kelemahan dalam pengendalian, pelaku
merasa bahwa kesempatan untuk berbuat curang tidak akan pernah
terjadi lagi.

Pada dasarnya Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

1. pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar
dan tidak efektif;

2. pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas
mereka;

3. pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau
ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan
tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan,;

4. model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau
tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;

5. pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat
dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan
keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan

6. industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau
tradisi Kecurangan.

. Indikasi Terjadinya Kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti
tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan
oleh munculnya gejala, seperti adanya perubahan gaya hidup atau
perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari
masyarakat ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya,
Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu,
baik yang merupakan keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang yang
dinamakan Red flag (Fraud indicators).

Untuk dapat melakukan penilaian risiko kecurangan, maka
penting untuk memahami indikator/gejala kecurangan (red flag) agar
manajemen dapat memperkirakan kondisi kecurangan yang kemungkinan
besar akan terjadi. Dengan memahami gejala kecurangan maka manajemen
akan dapat merancang pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan
terjadinya kecurangan.

Fraud “red flag” warning signs atau tanda-tanda kecurangan
merupakan indikasi tentang orang-orang yang dapat berperilaku
menyimpang atau tidak semestinya dilingkungannya, baik lingkungan kerja
maupun di masyarakat. Tindakan atau perilaku yang menjadi pertanda














































































